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Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang
Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan;

Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang
operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada
tanggal 1 Maret 2015;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No.
004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi
Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan
asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi
Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan
Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi,
Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan
Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.

Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020
Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020
tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;

Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan
sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua
Perkumpulan LAM-PTKes.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan,;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;






